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ABSTRAK
    Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta faktor-faktor apa sajakah yang menghambat Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas di Kabupaten Penajam Paser Utara.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian langsung dengan responden terkait untuk mendapatkan data primer dan skunder, selain wawancara penulis menggunakan asas-asas hukum dan norma-norma hukum ssebagai bahan hukum primer. 
    Hasil penelitian terkait dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas belum berjalan dengan maksimal dikarenakan apabila terjadi pelanggaran lalu lintas di daerah yang tidak memiliki jaringan internet, petugas kepolisian mengalami kendala yaitu tidak bisa langsung memasukkan data penilangan melalui sistem aplikasi E-tilang yang di sebabkan kurangnya pemerataan jaringan internet di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sedangkan sistem aplikasi E-Tilang memerlukan akses berupa jaringan internet. Adapun faktor-faktor yang menghambat adalah faktor sarana dan prasarana yang masih belum maksimal karena masih di perlukannya jaringan internet yang maksimal untuk memproses penyelesaian perkara lalu lintas secara media elektronik melalui E-Tilang, faktor kebudayan yaitu dalam hal masyarakat terhadap peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi kebiasaan sendiri atau sebagai salah satu hal yang mereka anggap tidak terlalu penting, ini membuktikan kesadaran hukum masyarakat Penajam Paser Utara masih rendah.
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I. PENDAHULUAN	Comment by ismail - [2010]: CE: dikurangi
A. Latar Belakang
Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.[footnoteRef:1] Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.[footnoteRef:2]	Comment by ismail - [2010]: CE: buku terlalu lama. Diganti dengan buku/jurnal diatas tahun 2009	Comment by ismail - [2010]: CE: buku terlalu lama. Diganti dengan buku/jurnal diatas tahun 2009 [1:  Abdulkadir Muhammad, 2003, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 7]  [2:  Abbas Salim, 2000, Manajemen Transportasi, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm. 45] 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara luas, istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana jalan umum.[footnoteRef:3] 	Comment by ismail - [2010]: CE: buku terlalu lama. Diganti dengan buku/jurnal diatas tahun 2009 [3: Abubakkar Iskandar, 2002, Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib,  Jakarta, Departemen Perhubungan Indonesia, hlm. 11] 

     Secara efisien kinerja polisi perlu dipahami, dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, eksistensi polisi ditengah masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya. Pekerjaan dasar Polisi lalu lintas adalah “mengawasi lalu lintas”. Mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Pada dasarnya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurang mematuhinya rambu-rambu lalu lintas.[footnoteRef:4]	Comment by ismail - [2010]: CE: buku terlalu lama. Diganti dengan buku/jurnal diatas tahun 2009 [4:  Ibid, hlm. 135] 

Namun disisi lain banyak sekali dijumpai adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara. Hal Ini yang banyak dijadikan alasan penguna jalan untuk menggunakan sarana penunjang transportasi yang bukan haknya dengan maksud perjalanannya menjadi lancar tanpa hambatan, apakah itu telah melanggar aturan atau tidak. Padahal suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana, jika perbuatan itu juga bersifat melawan hukum. Bukan berarti tindak pidana yang tidak memuat perkataan, melawan hukum‟ tidak dapat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya akan tersimpul dari unsur dari unsur tindak pidana yang lain.[footnoteRef:5] [5:  Chairul Huda, 2011, ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Kencana, hlm. 53] 

Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Bukti pelanggaran lalu lintas atau yang biasa disebut dengan tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Pengadilan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu juga di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas.
Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara tahun 2018 tercatat 4516 (empat ribu lima ratus enam belas) pelanggar lalu lintas yang di lakukan penindakan. Pelanggaran yang sering di lakukakan yaitu tidak membawa kelengkapan surat-surat dalam berkendara, tidak memakai helm dan melanggar marka rambu lalu lintas. Akibat dari pelanggaran tersebut, aparat penegak hukum yaitu Petugas Kepolisian Resor Penajam Paser Utara memberikan tindakan berupa pemberian surat tilang sebagai bukti pelanggran yang di lakukan oleh pelanggar lalu lintas. Kenyataannya dalam penerapan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas masih di temukan pelaku pelanggaran Lalu Lintas yang tidak menerima di lakukan tindakan penilangan dengan berdalih tidak mau mengakui kesalahannya. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara terkait dengan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sehingga menolak di lakukannya penilangan terhadap pelaku pelanggran Lalu Lintas. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 12 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertulis dengan jelas tata cara penyelesain palanggaran Lalu Lintas.
Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam berkaitan dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana telah penulis tuangkan sebelumnya walaupun pihak Kepolisian sudah melakukan penindakan, tapi itu tidak memberikan efek jera pihak yang melanggar, sehingga selain ingin menganalisis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas serta penulis juga ingin mengkaji apa saja yang menjadi kendala terkait dalam Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas sehingga masyarakat memahami tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas.

B. Rumusan Masalah
Bagaiamanakah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Penajam Paser Utara ?

C. Metode	Comment by ismail - [2010]: CE: diperjelas lagi
1. Pendekatan Penelitian
    Pendekatan dalam penelitian ini lebih mengkedepankan penggunaan pendekatan secara yuridis empiris. Metode yuridis atau dari segi hukum untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekekatan empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum serta mengadakan penelitian dilakukan dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek yang akan digunakan untuk menganalisis implementasi peraturan mahkamah agung nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintasdi Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala Nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Namun bila berbicara tentang lalu lintas, pastilah angkutan jalan sering terangkai setelah kata lalu lintas tersebut.  Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan:
“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolanya.
    Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.[footnoteRef:6] [6:  M. Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, Surabaya,  Reality Publisher. hlm. 396] 

    Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasikan unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil.[footnoteRef:7]	Comment by ismail - [2010]: CE: diganti buku/jurnal diatas tahun 2009 [7:  Djajoesman, 2001, Polisi dan Lalu Lintas, cetakan kedua,2001, Jakarta: Bina Ciptad, hlm. 8
] 

2. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas
    Pengertian pelanggaran itu sendiri adalah perbuatan (perkara) melangar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas dijalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu.
3. Tinjauan Umum Tentang Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas
    Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di tengah masyarakat di antaranya yaitu :
1. Minimnya pengetahuan mengenai peraturan,marka dan rambu lalu lintas.
    Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas, arti dari marka, dan rambu-rambu lalu lintas. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas.
2. Kesadaran Manusia itu Sendiri
    Faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran ialah manusia
itu sendiri Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salahsatu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. etika, toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah iteraksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas sehingga mentalitas pengguna Jalan merupakan suatu hal yang pundamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik.
3. Kendaraan yang Digunakan Sudah Tidak Layak atau Melebihi Ketentuan Standar
    Kendaraan merupakan salah satu faktor yang secara langsung
terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (laik jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasionalkan di jalan raya.
4. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian terhadap Pelanggaran Lalu Lintas 
Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah perkara yang sederhana sehingga dikategorikan pemeriksaan cepat.[footnoteRef:8] Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.[footnoteRef:9] Berlandaskan pada prinsip atau asas penyelenggaraan peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan maka Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Desember 2016 menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, yang kemudian diundangkan pada tanggal 16 Desember 2016. Pembaharuan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas ini merupakan upaya meningkatkan fungsi pelayanan publik.  [8:  Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial, UII Pres, Yogyakarta, 2013, hlm. 63]  [9:  Jurnal Setio Agus Samapto, Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas, STMIK AMIKOM, Yongyakarta, 2009, hlm. 5] 

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yaitu Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat dan setelah proses persidangan.
Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas mengatur bahwa perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh Pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini adalah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak termasuk di dalamnya pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1) dan ayat (92) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 kali dalam 1 minggu. Pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga (Pasal 3 Perma Nomor 12 Tahun 2016). Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar (Pasal 4 Perma Nomor 12 Tahun 2016). Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, bukanlah selalu seorang penjahat.Seorang pengemudi yang melanggar lalu lintas adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya. 
Pemasangan rambu yang tepat untuk memperingati pengemudi bahwa didepanya terdapat tikungan yang berbahaya akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu pendidikan bagi pengemudi juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Sekarang ini masyarakat sudah mulai sadar dengan adanya sekolah mengemudi.Sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kalau tidak maka kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian benda atau hilangnya nyawa seseorang.[footnoteRef:10]	Comment by ismail - [2010]: CE: diganti buku/jurnal diatas tahun 2009 [10:  M. Karjadi, Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan, Politeia, Bogor, 1981, halm. 66] 

Untuk itu penanggulangannya dengan cara melakukan tugasnya dengan mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan repserif. Upaya-upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian yaitu upaya preventif dan upaya represif dengan penjelasan berikut.:
1) Upaya Preventif Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak Satlantas guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu: 
a. Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktivitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum;
b. Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku;
c. Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti diadakannya Polsanak (Polisi Sahabat Anak), PKS (Patroli Keamanan Sekolah), Police Goes to Campus, Taman Lalu Lintas, dan Saka Bhayangkara;
d. Polmas atau perpolisian masyarakat adalah prosesedukasi ditingkatkan komunitas guna membentuk budaya tertib lalu lintas;
e. Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran marka jalan;
f. Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikkan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem  pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas;
g. Meningkatkan kegiatan peraturan, penjagaan, pengawalan patroli terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan;
h. Satlantas juga memberikan tindakan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberian hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar supaya dikemudian hari masyarakat akan berpikir untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas kembali. 
2) Upaya Represif Adapun kegiatan Satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut: 
a. Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.
b. Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi (SIM). 
c. Teguran yang dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.[footnoteRef:11]  [11:  Rinto Raharjo, Tertib Berlalu-lintas, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 69] 

4. Tinjuan Umum Tentang Pengertian Penegakan Hukum
a. Pengertian Penegakan Hukum 
Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perUndang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang[footnoteRef:12].	Comment by ismail - [2010]: CE: diganti buku/jurnal diatas tahun 2009 [12:  Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 109] 

b. Pengertian Penegak Hukum 
Penegak Hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.
c. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah : 
a. Faktor Hukum
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian
b. Faktor Penegakan Hukum 
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum 
c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan Tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
d. Faktor Masyarakat
Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat  kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
e. Faktor Kebudayaan
Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok Tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.
5. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum
a. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum
Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya, dimana setiap orang pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.[footnoteRef:13]	Comment by ismail - [2010]: CE: diganti jurnal/buku diatas tahun 2009 [13: Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, 2010, Bandung :Citra Aditya, hlm. 37] 

Pada pertanggungjawaban hukum dalam arti tanggung jawab individual dan kolektif ada perbedaan terminologis antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak hanya dikenakan terhadap deliquent, tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan hukum. [footnoteRef:14]	Comment by ismail - [2010]: CE: diganti buku/jurnal diatas tahun 2009 [14: Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, 2006. Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Hlm. 63] 

II. PEMBAHASAN
a. Tofografi Kabupaten Penajam Paser Utara
Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  di Provinsi  Kalimantan  Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara 00o48’29” - 01o36’37” Lintang Selatan dan 116o19’30” - 116o56’35” Bujur Timur. Posisi Kabupaten Penajam Paser Utara sangat strategis sebagai pintu gerbang transportasi laut dan transportasi darat menuju Provinsi Kalimantan Selatan serta merupakan jalur pergerakan barang dan jasa lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki batas-batas administrasi dengan kabupaten/kota sebagai berikut :[footnoteRef:15] [15:  Dinas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan  (BAPELITBANG) Kabupaten Penajam Paser Utara] 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Balikpapan dan Selat Makassar;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Selat Makassar;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat.
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Gambar Di Atas Peta Batas wilayah kabupaten Penajam Paser Utara
Secara administratif luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3.333,06 Km2, terdiri dari 3.060,82 Km2 luas darat dan 272,24 Km2 luas lautan. Kecamatan yang wilayahnya relatif luas dibanding kecamatan lain adalah Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah tersempit adalah Kecamatan Babulu. Data selengkapnya dapat dilihat pada table berikut :
	NO.
	Kecamatan
	Luas (Km)
	Letak

	
	
	Daratan
	Perairan
	Long
	Lat

	1
	Penajam
	1.036,70
	170,67
	116°46'6.731"
	1°15'27.231"

	2
	Waru
	496,05
	57,83
	116°37'1.4"
	1°23'24.309"

	3
	Babulu
	355,71
	43,74
	116°27'38.232"
	1°29'53.394"

	4
	Sepaku
	1.172,36
	-
	116°49'22.581"
	0°54'43.071"S

	LUAS Km2
	3.060,82
	272,24
	

	TOTAL
	3.333,06
	
	


Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2018

b. Demografi Kabupaten Penajam Paser Utara
Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan karena tidak saja sebagai sasaran tetapi juga merupakan pelaku pembangunan. Sebagian besar penduduk Penajam merupakan penduduk pendatang dari Sulawesi, Jawa dan NTT. Jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2018 sebesar 169.428 jiwa, tersebar di 4 kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Penajam sebagai ibukota kabupaten dengan jumlah 80.811jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit di kecamatan waru sebanyak 18.804 jiwa, hal ini karena luas wilayah waru yang kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Persebaran penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara masih terpusat di wilayah perkotaan di Kecamatan Penajam, Waru dan Babulu. Hal ini disebabkan karena wilayah-wilayah tersebut merupakan kantong-kantong transmigrasi dan dilalui jalan lintas  selatan  yang menghubungkan Kaltim dan Kalsel. Adanya jalan penghubung ini menyebabkan konsentrasi penduduk beserta kegiatan ekonominya terpusat di wilayah sepanjang  jalan tersebut.
Selain pengaruh di atas, persebaran permukiman penduduk juga disebabkan oleh kondisi social ekonomi masyarakat. Pada wilayah pesisir pantai atau sungai (muara), banyak permukiman penduduk yang tersebar membentuk desa/kelurahan yang terpisah dan umumnya bermata pencaharian mereka adalah sebagai nelayan.
Sementara untuk wilayah perkotaan Penajam lebih banyak penduduknya karena kedekatannya dengan Kota Balikpapan yang dibatasi oleh bentang alam berupa teluk. Kedekatan jarak dan kemudahan dalam menjangkau sarana transmportasi menjadi daya tarik tersendiri bagimasyarakat untuk bermukim dan tinggal di wilayah ini. 
Melihat tren yang ada, pertambahan jumlah penduduk suatu wilayah akan meningkat seiring dengan semakin banyak dan membaiknya berbagai prasarana dan sarana yang dibangun Pemerintah Daerah dan swasta, serta peningkatan pelayanan umum yang semakin membaik. Hal ini secara tidak langsung akan memobilisasi orang untuk datang dan menetap di wilayah ini. 
Kondisi ini didukung pula dengan letak geografis yang sangat strategis dalam menampung berbagai limpasan kegiatan Kota Balikpapan dan semakin sempitnya wilayah pesisir di Kota Balikpapan khususnya di sepanjang teluk, sehingga alternatif paling rasional untuk pengembangan kegiatan ekonomi adalah wilayah Penajam yang berbatasan langung dengan Teluk Balikpapan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan swasta yang membangun kegiatan usahanya di wilayah Penajam dan secara tidak langsung menjadi daya tarik bagi pendatang untuk mencari penghidupan dari berbagai Multiplier Effect kegiatan hulu dan hilir yang berakibat meningkatnya kepadatan penduduk. Secara umum kepadatan penduduk Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018 mencapai 41 jiwa per km2 dan termasuk kategori kepadatan sangat jarang. Namun apabila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang hanya 16 jiwa per km2, maka kepadatan di Kabupaten Penajam masih tergolong tinggi. Kepadatan paling tinggi terakomulasi di Kecamatan Babulu mencapai 87 jiwa/km2.
Namun demikian berdasarkan distribusi kepadatannya, Kecamatan Waru merupakan kecamatan terpadat. Hal ini lebih disebabkan karena luas wilayah Kecamatan Waru yang lebih kecil disbandingkan dengan luas kecamatan lainnya.
c. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas. Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan pelaku pelanggaran lalu lintas mendapat sanksi atau disebut dengan penilangan dan dalam prosesnya penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas lebih dipermudah. Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara realtime. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan me-review pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali (review) akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar.[footnoteRef:16] Berbicara terntang implementasi tidak terlepas dari penegakan hukum, baik secara penegakan hukum secara preventif maupun secara refresif. Penegakan secara preventif yang dimaksud disini adalah pencegahan sedangkan penegakan secara represif adalah penindakan terhadaap pelaku pelanggaran lalu lintas berupa sanksi atau penilangan. Adapun penegakan hukum yang dapat dilakukan pihak kepolisian dalam menangani pelaku pelanggaran lalu lintas sebagai berikut : [16:  Setiyanto, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2017, Fakultas Hukum Unissula Semarang] 


1. Penegakan hukum secara preventif
Seperti yang dijelaskan di atas bahwa penegakan ini bermaksud untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas, adapun penegakan yang dimaksud adalah melalui himbauan atau memberikan sosialisadi akan pentingnya mengendarai kendaraan bermotor dengan membawa kelengkapan surat-surat dalam berkendara. Kemudaian, terkait dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas, pihak kepolisian khususnya Polres Penajam Paser Utara  juga harus memberikan sosialisasi tentang aturan dan tata cara atau prosess penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini proses pembayaran denda yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran lalu lintas yang di berikan penilangan tidak perlu khawatir apabila adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini pihak kepolisian selaku penegak hukum pelaku pelanggaran lalu lintas di lapangan, karena sejak peraturan tersebut diterbitkan, pelaku pelanggaran lalu lintas bias membayar denda tilang melalui proses E-tilang, dimana proses E-tilang ini lebih mudah karena pelaku pelanggaran lalu lintas cukup membayarkan denda tilang melalui SMS Banking atau transfer melalui ATM Center yang ada di wilayah terdekat dari rumah tinggal pelaku pelanggaran lalu lintas sesuai dengan nominal denda tilang yang telah di kirim ke nomor telepone pelaku pelanggaran lalu lintas.
Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Satuan lalu lintas Polres Penajam Paser Utara bapak AIPTU Tukul P selaku Kanit Dikiyasa di Polres Penajam Paser Utara, aparat Kepolisian khususnya Polres Penajam Paser Utara telah melakuka tindakan terkait dengan pencegahan dalam bidang lalu lintas melalui himbauan ke sekolah-sekolah dan masyarakat umum tentang tata cara penyelesasian perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini juga diberikannya himbauan tentang pentingnya menjaga keselamatan baik itu diri sendiri maupun keselamatan orang lain dengan cara berhati-hati dalam berkendara di lalu lintas dan mentaati peraturan marka rambu lalu lintas.

2. Penegakan Hukum Refresif
Penegakan hukum Refersif yang dimaksud adalah Penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan upaya-upaya penindakan terhadap pelaku pelanggaran supaya tidak terjadi atau terulang kembali perbuatan tersebut dengan cara pemberian sanksi-sanksi yang sesuai ketentuan peraturan yang ada supaya memberi efek jera terhadap pelaku pelanggaran. 
Berdasarkan wawancara dari personel Satuan lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara Bapak Brigpol Dedy ratno dalam hal ini yang membidangi urusan tilang di Polres Penajam Paser Utara, terdapat 4516 pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilakukan penindakan berupa penilangan. Berikut tabel data jumlah pelanggaran lalu lintas menurut Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara dimulai dari bulan Januari 2018 sampai Desember 2018 :
	NO
	BULAN
	JMLH
GAR
	A
	A
UMUM
	GOLONGAN SIM PELANGGAR

	
	
	
	
	
	B. I
	B. I
UMUM
	B. II
	B. II
UMUM
	C
	A
KHUSUS
	TANPA
SIM/KR

	1
	JANUARI
	278
	15
	8
	-
	8
	11
	15
	205
	-
	16

	2
	FEBRUARI
	427
	52
	17
	16
	
	15
	17
	287
	
	23

	3
	MARET
	166
	14
	3
	5
	5
	11
	6
	115
	
	7

	4
	APRIL
	446
	47
	2
	
	17
	11
	37
	311
	
	21

	5
	MEI
	497
	18
	10
	15
	11
	37
	39
	326
	
	41

	6
	JUNI
	204
	21
	8
	
	
	4
	10
	148
	
	13

	7
	JULI
	211
	13
	4
	
	5
	8
	20
	147
	
	14

	8
	AGUSTUS
	320
	30
	5
	
	3
	5
	11
	199
	
	67

	9
	SEPTEMBER
	305
	41
	10
	
	11
	8
	22
	182
	
	31

	10
	OKTOBER
	415
	71
	21
	
	11
	7
	21
	254
	
	30

	11
	NOPEMBER
	951
	87
	26
	23
	34
	30
	155
	466
	
	130

	12
	DESEMBER
	296
	21
	5
	11
	7
	15
	29
	170
	
	38

	JUMLAH
	4516
	430
	119
	70
	112
	162
	382
	2810
	
	431


    
Sumber data dari Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara Tahun 2018

Berdasarkan data tabel di atas, tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara membuktikan bahwa angka pelanggaran lalu lintas masih sangat tinggi, ini membuktikan bahwa peran kepolisian dianggap belum maksimal dalam meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Penajam Paser Utara. 

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas maka penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas (yang biasa dikenal dengan perkara tilang), khususnya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), tidak termasuk di dalamnya pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1) dan (2), Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus mengacu Perma tersebut. Dalam Pasal 7 Perma Nomor 12 Tahun 2016 Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas diatur mengenai tahapan persidangan sebagai berikut:
1. Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.
2. Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat.
3. Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga.
4. Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas sesuai Pasal 9 Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggran Lalu Lintas dilakukan oleh Jaksa. Adapun Pasal 10 Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggran Lalu Lintas mengatur mengenai pembayaran denda dan pengambilan barang bukti sebagai berikut:
1. Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan.
2. Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

Terkait dengan efektivitas proses penyelesaian permasalahan perkara tilang, telah terbit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik. Penyederhanaan penyelesaian pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah masyarakat pelanggar lalu lintas tidak perlu hadir dalam persidangan melainkan langsung membayar denda sejumlah nominal tertentu.[footnoteRef:17] Dengan adanya sistem E-tilang dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas yang berbunyi “Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggaran secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”, apabila terjadi pelaksanaan Razia kendaraan bermotor yang di lakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini aparat Kepolisian yang mengakibatkan ditemukan adanya pelaku pelanggaran lalu lintas, pelaku pelanggran lalu lintas diharuskan membayarkan denda tilang melalui aplikasi E-tilang yang mana dalam proses pengoperasiannya harus menggunakan jaringan internet, namun akibat dari kurang meluasnya jangkauan jaringan internet di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berdampak adanya beberapat titik wilayah yang tidak di fasilitasi dengan jaringan internet membuat penegak hukum kesulitan dalam hal melakukan penilangan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas di daerah yang tidak memiliki jaringan internet. Sehingga dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak dapat berjalan dengan maksimal. Petugas Kepolisian tidak bisa memasukkan data terkait tilang melalui aplikasi E-tilang, begitu juga sebaliknya bagi pelaku pelanggaran lalu lintas tidak dapat membayarkan denda tilang dikarenakan prosesnya yang harus melalui aplikasi E-tilang. [17:  Dani septiawan, Proses Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Dengan E-Tilang, 2018, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta] 
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III. PENUTUP	Comment by ismail - [2010]: CE: kesimpulan dan saran (jika ada) minimal 1 lembar
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Penajam Paser Utara, Proses penyelesaian perkara pelanggaraan lalu lintas sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang berlaku sekarang, pada intinya peraturan ini diterbitkan untuk mempermudah proses pembayaran denda terhadap pelanggar lalu lintas berupa penilangan melalui aplikasi elektronik E-Tilang, namun dalam hal penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas masih belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kuranngnya pemerataan jaringan internet di wilayah Penajam Paser Utara. Petugas Kepolisian tidak bisa memasukkan data terkait tilang melalui aplikasi E-tilang, begitu juga sebaliknya bagi pelaku pelanggaran lalu lintas tidak dapat membayarkan denda tilang dikarenakan prosesnya yang harus melalui aplikasi E-tilang. Dalam hal ini Aparat Kepolisian memberikan sebuah solisi dimana pelaku pelanggaran lalu lintas dimintai Nomor telepon dan akan di berikan informasi terkait besaran denda yang harus di bayarkan dan setelah menerima informasi terkait besaran denda tilang, pelaku pelanggaran lalu lintas dapat membayarkan denda tilang melalui Bank BRI.

B. Saran
Diharapkan aparat kepolisian selaku penegak hukum khususnya dalam bidang lalu lintas dapat menguasai teknologi dan komunikasi di era modernisasi ini, karena akan banyak proses penegakan hukum terkhusus penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang menggunakan teknologi komunikasi di era ini. Selain itu, diharapkan Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara agar terus memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sehingga meminimalisir prasangka buruk masyarakat tentang proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.
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